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ABSTRAK

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan semua warga negara berhak
mendapat pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Hak atas kesehatan ini
bermakna bahwa pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kehidupan masyarakat
yang sehat dan sejahtera. Upaya pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan
masyarakatnya dibuktikan dengan membentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
(BPJS). Hal tersebut menjadi bukti kuat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang
besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun pada
kenyataannya, upaya pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang
sejahtera belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya begitu
banyak masalah dalam program BPJS Kesehatan. Hal tersebut terjadi karena
menyangkut dengan masalah ketersediaan dana yang diberikan oleh pemerintah dalam
penanganan pasien BPJS. Dana yang diturunkan oleh pemerintah untuk pelayanan
BPJS kesehatan cenderung -minim-sehingga -menghambat rumah sakit untuk
memberikan pelayanan yang maksimal untuk setiap pasien BPJS Kesehatan.
Permasalahan mengenai tanggungjawab rumah sakit dalam melayani pasien BPJS
Kesehatan merupakan hal yang perlu dikaji.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum
dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang
yang mengacu pada hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Undang-undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Bahan hukum
sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli dan jurnal-jurnal hukum. Melalui
metode penelitian tersebut, maka penulis akan mendapatkan analisa mengenai
tanggungjawab rumah sakit dalam melayani pasien BPJS Kesehatan dengan
ketersediaan dana yang diberikan oleh pemerintah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan rumah sakit dalam melayani
pasien BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh dana yang diturunkan dari pemerintah dan
kualitas SDM yang ada pada setiap rumah sakit. SDM tersebut berupa tenaga medis
yang terstandarisasi yang dimiliki oleh setiap rumah sakit. Bentuk perlindungan hukum
yang dapat diberikan dari pemerintah kepada rumah sakit atas ketersediaan dana yang
diberikan oleh BPJS yaitu berupa ganti kerugian terhadap segala kerugian yang
ditanggung oleh rumah sakit dalam melayani pasien BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Rumah Sakit, BPJS, Kesehatan, Ketersediaan Dana

Vi Universitas Kristen Maranatha



JURIDICAL REVIEW AT THE RESPONSIBILITY OF HOSPITALS
FOR SERVING HEALTH BPJS PATIENTS IN RELATION TO THE
AVAILABILITY OF FUND THAT THE GOVERNMENT PROVIDES
IN HANDLING BPJS PATIENTS AS VIEWED FROM
ACT NUMBER 36 YEARS 2009 ABOUT HEALTH AND
ACT NUMBER 24 YEARS 2011 ABOUT BPJS

ABSTRACT

Health is a basic right of each individual, and all citizens, including poor ones,
have a right of receiving health services. The right of health means that the government
is in obligation to realize people’s healthy and prosperous life. An attempt of the
government to prosper its people’s life is by establishing Social Security Implementing
Agency (BPJS). It is a strong evidence that the government has a firm commitment to
realizing prosperity for the whole people. In fact, however, the government attempt to
create people’s prosperous life has not been going on well. It is indicated by the
numerous problems arising in the Health BPJS program. They are related particularly
to the availability of fund that the government provides for handling BPJS patients.
The fund allocated by the government for BPJS services inclines to be minimal and it
prevent hospitals from providing maximal services to each Health BPJS patient. The
problems on the responsibility of hospitals for serving Health BPJS patients are worth
studying.

Research method used is juridical normative, which focus on investigating the
implementation of legal norms in positive (prevailing) laws. The approach used was a
legislation approach referring to primary law in the form of the book of the act Civil
Law, act number 40 years 2004 about SISN, act number 36 years 2009 about Health,
act number 44 years 2009 about Hospital, act number 24 years 2011 about BPJS. The
secondary legal materials were books, opinion experts, and legal journals. By the
research method, the writer obtained an analysis of the responsibility of hospitals in
serving Health BPJS patients with the availability of fund from the government.

The research findings concluded that hospitals’ role in serving Health BPJS
patients was influenced by both the fund allocation and the quality HR of a hospital.
The HR includes standardized medical staffs of the hospitals. A form of legal protection
that the government may provide to hospitals over the fund availability that BPJS
provides is in form of remunerations for all costs that the hospitals incur in serving
Health BPJS patients.
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